
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : .it TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENILAIAN KUALITAS, PENYISlHAN DAN PENGHAPUSAN DANA 
BERGULlR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa unruk mclaksanakan ketenruan Peraturan 
Pcmcrintah Nornor 71 Tahun 201 0 ten tang Stand;.; r 
Akuntansi Pcmcrintahan, maka laporan keuangan 
pemerintah rncnggunakan basis akrual untuk 
pengakuan investasi non perrnancn; 

IJ. bahwa investasi non perrnanen berupa dana hergulir 
di ncraca disajikan sesuai dengan nilai bcr sih yang 
dapat direalisaeikan {net realizable value}; 

c. bahwa untuk mcnyajikan investasi non perma ncn 
dana bergulir dcngan nilai bersih yang dapat 
dircalisasikan, diperlukan penyesuaian clengan 
mernbentuk kualitas, penyisihan dan penghapusan 
dana bergulir tidak tertagih bcrdasarkan peraturan 
per.undang-unda ng,:n1 yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, rnaka 
perlu merieta pka n Peraturan Bupati tentang Penilaian 
Kualiras, Pcnyisihan clan Penghapusun Dana Bergulir 
Pernerintah Dacrah Kabupaten Side nreng J�appang; 

1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Tirigkar 11 di Sulawesi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 74, 
Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
1822); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tcniang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisrne (Lerubaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 5, 
Tarnbahan Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Uridarig Nomor 17 Tahun '2()(.>:) rf:nt;:.ing 
Kcuangan l\'egara (l.ernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2003 Nomor 47. Tam ba han 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia 'I'ahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4:155); 

5. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 icntang 
Peri.nbangan Keuarigan antara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2014 Norn or 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 558'1) 
sebagairnana l.clah diubah beberapakali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 � 
Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5679); 

7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 200.S tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tuh un 2005 Nornor 140, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4578); 

8. Perai uran Pcmerintah Nomor 14 Tahun 200� ten tang 
Tatu Corn Perighapusan Piutang Negaray Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:5 
Norr.or ::>, 1, 'l'ambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4488) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pcrncrintah Nomor 33 Tahun 200fi 
[Lembaran Negara Republik Indoncaia Tahun 2006 
Nornor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4652); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pcmcrin tahan [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tab un 2010 Nornor 123, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Men teri Dalarn Negeri Nornor 1:3 Tatum 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagairnana tclah diubah beberapa kuli, terakhir 
dengan Peraturan Men teri Dalarn Ncgcri Nomor '.21 
Tahun 2011; 

11. Perat.uran IV!enteri Kcuangan Nornor 
20] /PMK.06/20 IO tentang Kualitas Piutang 
Kernenterian Negara/Lembaga dan Pernbentukan 
Pe ny is ih arr Piutaug Tida k Tertagih; 

12. Pcraturan Bupati Sidcnrcng Rappang Nornor 16 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pcrnerintah 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2014 Nornor 16) 

13. Peraurran Menteri Dalarn Negeri Nornor 73 Tahun 
20 15 ten Lang Pedoman Penyisihan Piutang dan 
Pcnyisihan Dana Bergulir pada Pernerintah Daerah; 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN 
PENYISIHAN 
PEMERINTAH 
RAPP ANG. 

BUPATI TENTANG PENILAIAN KUALITAS, 
DAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR 

DAERAH KABUPATEN SIDENRENG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

ST<PD yang 
penatausuhaun dan 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah Daeruh adulah Bupati sebagai unsur 

pcnyclcnggara pernerintahan daerah yang mernimpin 
pelaksanaan uru san pernerintahan yang menjacli 
kewenangan dacrah. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenrcng Rappang. 
4. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjuinya 

disebut PUPN adalah panitia yang bersifat 
intcrdcpartcrnental dan bertugas mengurusi piutang 
ncgara. 

5. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang 
dipinjarnkanr digulirkan kepada rrrasyarakat oleh olch 
Pemerintah Daerah yang bertujuan me ni ngk atkan 
ekonomi rakyut dan tujuan lainrrya. 

6. Penyisihan Dana Bcrgulir adalah estimasi yang 
d ilaku kan untuk dana ber gulir t.id ak tertagih pada 
akhir set iap priodc yang d ibe n tuk sebe sar 
pro sc n ta sc terte n r u dar i a ku n d a n a berg u lir 
ber dusar kan penggolongan kualit as da na bergulir. 

7. Kuali.as Dana Rergulir adalah harnpiran atas 
kctcrtagihan dana bergulir yang diukur bcrdasarkan 
umur dana bcrgulir dan/atau upaya tagih pernerintah 
daerah kcpada debitor. 

8. Pcnerirna dana bergulir adalah pihak yang menerirna 
daria bergulir menu rut per;i ruran, perjanjian atau 
sebab apapun. 

9. Pengelola Dana Bergulir 
rnelaksanakan pengelolaan 
atas piutarig dana bergulir. 

10. Penghapusbukuan / penghapusan bcrsyarat daria 
bergulir adalah pcngurangan dana bcrgulir dan 
pcriyrsih an cla nn ber·glLlir t id ak ter tagih yang tercatai 
dalarn neraca tanpa mcnghapus hak tagih daerah. 

11. Penghapustagihan darn, bergulir adalah hilangnya hnk 
tagih dariy atau hak menerirna tagihan alas dana 
bergulir. 



BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini rneliputi : 
a. penilaian kualitas dana bergulir; 
b. penyisihan daria bergulir: d a n 
c. pcnghapusan dana bergulir. 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, hanya 
terbatas pada dana bergulir yang dikclola seridiri/Iangsung. 

(2) Dana bergulir dikelola sendir+/Iangsung sebagairnana dirnaksud pada ayat 
( I], adalah rnekanisrne pcnyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri 
Pernerintah Daerah mulai proses mcnyeleksi, rnenetapkan penerima, 
menyalurkan dan menagih kernbali dana bergulir serta mcnanggung 
resiko ketida ktcrtagihan dana bcrgulir. · 

BAB III 
PENILAIAN KUALIT AS DANA BERGULIR 

Pasal 4 

{l) Pernerintah Daerah wajib 
mcmantau clan rncngamhil 
penagihan dana bcrgulir 
direalisasikan. 

menilai kualitas dana bergulir agar dapat 
langkah-Iangkah yang diperlukan agar ha sil 
yang telah diaisih kan seriantiasa dapar 

(2) Pcnilaian kualitas dana bergulir sebagaimana 
dcngan mernpcrt.imbangkan: 
a. Akhir pcriode jatuh tempo dana bergulir; clan 
b. Upaya pcnagihan. 

Pasal 5 

dimaksud dilakukan 

[l) Kuulitas dana bergulir ditetapkan dalarn 4 [ernpat] golongan, yait.u : 

a. Lancar; 
b. Kurang Lancar; 
c, Diragukan; dan 
d. Macer. 

(2) Kualitas lancar sebagairnana dimuksud pada avat (1) huruf a, di tent ukun 
dr.ngan kriteria : 

a. umur dana bergulir sarnpai dcngan 1 (satu) tahun; 
b. rnasih dalam tenggang waktu jaurh tempo; 
c. pcncrirna dana mcnyctujui hasil perneriksaan; dan/atau 
d. pe nerirna daria kooperatif. 

(3) Kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
ditentukan dengan kr iteria : 



a. urnur dana bcrgulir lebih dari I (satu) tahun sarnpai dcngan :3 (tiga) 
tahun; 

b. penerima danu dalarn jangka waktu 1 (satu] bulan tcrhitung sejak 
tanggal surat tagihan pertuma belurn melakukan pclunasan: 

c. pencrima dana kurang kooperatif dalarn pemeriksaan; danj'atau 
d. pencrirna dana menyetujui sebagian basil perneriksaan. 

(4) Kualitas diragukan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, 
diteritukan denga n kritcria : 

a. urnur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahtin sarnpai dcngan 5 (lima] 
tahun; 

b. penerirna dona dalam jangka waktu 1 bulun tcrhiturig sejak tanggal 
surat tagihan kcdua belurn mclakukan pelunusan; 

c. penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dun/atau 
d. penerima dana tidak rnenyctujui seluruh haail perneriksaan. 

(5) Kualitas rnacet scbagaimana dirnaksud pada ayar ( l) huruf d, ditcntukan 
dcngan kriteria : 

a. urnur dana bergulir lcbih dari 5 (Iirna) tahun; 
h. penerirna dalarn jangka wakt.u I bulan terhitung sejak tanggal surat 

tagihan kctiga belum rnelakukan pelunasan; 
c. penerima dana tidak diketahui keberaduannya; 
d. penerima dana mengalami kesulitan bungk rur dan/aLau meninggal 

dunia: dan/al,'1.L� 
e. perierirna dana mengalami musibah (for<-:B inajeure]. 

Pasal 6 

Penilaian kualitas dana bcrgulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir 
pada tanggal laporan keuangan. 

BAB IV 
PENYISIHAN DANA BERGULIR 

Pasal 7 

(1) Pe nyisihan atas dana bergulir wajib dibenruk oleh Bupari atas usulan 
Kepala Satw.111 Kerja Pengclola. 

(2) Penentuan besarun penvisihan da n a bergulir tidak terragih pada seriap 
akhir iahun (perlode pelaporan] ditctapkan sebeear : 

a. 0,5% (no! korna lima person] dari dana bergulir yang merniliki kualitas 
lancar; 

b. I 0% (sepuluh persen] dari d ana bergulir dengan kualitas kurang 
Ian car; 

c. 50% (Iirna puluh persen] dari d ana bcrgulir dengan kualitas 
diragukan setelah dikurangi dengun nilai agunan atau nilai barang 
sitaan (jika ada]; dan 

d. 100% (seratus persen] d ari d ana bergulir derigan kualiias macer 
setelah dikurangi dengan nilai agurian aiau barang sitaan [jiku ad a]. 



Pasal 8 

{l) Pcncatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan pada akhir 
periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat 
berdasarkan nilai kotor {bm.1.lo). 

(2) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tcrtagih dilakukan berdasarkan 
dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. 

(3) ,J urnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan olch 
Pejabat Penatausahaa n Keuangan SKPD da n Pejabat Penatausahaan 
Kcuangan SKPKD. 

Pasal 9 

Beban penyisihan dana bergulir tidak tcrtagih disajikan dalam Laporan 
Opcrsional (LO) untuk dana bergulir clan penyisihan dana bergulir tidak 
tertagih disajikan dalam Neraca, 

BABV 
PENGHAPUSAN DANA BERGULIR 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 10 

(1) Pcnghapusan dana bcrgulir oleh Pernerintah Daerah meliputi: 

a. Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana bcrgulir; dan 
b. Perighapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir. 

(2) Pcnghapusan da n a bcrgulir atas usul Sat uan Kerja Pengelola dilakukan 
terhadap seluruh sisa duna bergulir y;:ing mcmiliki kualitas mace t. 

(3) Penghapusan dana bcrgulir sebagairnana pada ayat (1 ), hanya dapat 
dilakukan setelah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengurusan piuumg 
negara. 

Bagian Kedua 
Penghapusbukuan/ Penghapusan Bersyarat 

Pasal 11 

Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana bcrgulir, ditetapkan oleh : 

a. Bupat.i unruk j urrilah sarnpai derigan Rp. 5.000.000.000,00 (lirna miliar 
rupiah); dan 

b. Bupati dcngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeruh untuk 
jurnlah lebih da ri l<.p. 5.000.000.000,00 (lirna milia r rupiah). 



Pasal 12 

Penglrnpusbukuanjpenghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan 
dcngan pertimbangan antara lain : 

a. dana bcrgulir melampaui batas urnur (kcdaluwarsa] y3ng ditetapkan 
sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; 

b. debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu] bulan setelah tanggal surat 
tagihan ketiga; 

c. dcbitor meugalarni nrus ibah {force tnajeure]; 
d. debiror meninggal dunia derigan tidak meninggalkan harta warisan clan 

lidak mempunyai ahli waris, atau ahli wans tidak diketahui 
keberadaannya bcrdasarkan surat keterangan dari peja bat. yang 
berwcnang; 

e. dcbitor ticlak mernpunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan surat 
kctcrangan dari pejabat yang bcrwenarig yang me nyatakan bahwa debitor 
mernang beriar-benur sudah tidak rnernpunyai harta kekayaan lagi; 

f. dcbitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pcngadilan; 
g. debitor yang tidak diketa hui keberadnannya lagi karena : 

1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan 
surat keterangan/pcrnyataan clari pejabat yang berwcnang; dan/atau 

2. telah meriinggalkan Indonesia berdasarkan surat 
kctcranganj'pernyataan dari pejabat yang bcrwcnang. 

h. dokurnen-dokurnen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap 
atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan kcadaan yang tidak dapat 
dihindarkan seperti bcncana alarn, kebakaran clan sebagainya 
berdasarkan surat keteranganypcrnyutaan Bupati; dan/atau 

1. objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan 
dari pihak kepolisian. 

Pasal 13 

Usulan penghapusbukuan/pcnghapusan bersyarat clana bergulir diusulkan 
oleh pejabat pengelola keuangan dacrah kepada Bupati setelah mendapat 
pertirnbangan duri Kantor Wilayah Oirektorat .Jcndcral Piutang dan Letang 
Negara. 

Pasal 14 

(1) 

'?) 1- 

Penghapusbukuan/pcnghapusan bersyarat dana bergulir hanya dapat 
dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Semerrtara Belurn Dapat 
Ditagih (PSDDT) oleh PUPN. 

Bcrrlasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1), Bupati 
rnenerbitkan keputusan penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana 
bergulir. 

Pasal 15 

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan rperlakuan bersyarat dana bergulir 
dilakukan dcngan cara rnengurangi akun dana bergulir dan akun pcnvisihan 
dana bergulir tidak tertagih, 



Pasal 16 

(I) Penghapusbukuan r penghapusan 
mc.:nghilangkan hak tagih. 

bersyarat dana bcrgulir tidak 

(2) Terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) masih dicatat secara ekstrakorm.abel dan 
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, 

Bagian Ketiga 
Penghapustagihan/Penghapusan Mutlak 

Pasal 17 

Penghapustagihan J pcnghapusan mutlak dana bergulir, ditetapkan oleh : 

a. Bupati untuk jurnlah sarnpai dengan Rp. 5.000.000.000,DO [lima miliar 
rupiah); dan 

b. Bupati derigan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah unt.uk 
jurnlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (limn miliar rupiah). 

Pasal 18 

Peughapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir dapai dilakukan 
dengan pertirnbarigan antara lain: 
a. pcnghapu stagihan kar-ena mcngingat jasa-jasa pihak yang 

berutang/ debitor kcpada daerah, untuk menolong pihak berutang dari 
keterpurukan yang lebih dalarn, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang tidak marnpu mcmbayar; 

b. penghapusatagihan sebagai suatu sikap menycjukkan, membuat citra 
penagih menjadi lebih baik, rncmpcroleh dukungan moril lebih luas 
mcnghadapi tugas masa dcpan; 

c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, mcnggambarkan 
situasi tak mungkin tcrtagih rnelihat kondisi pihak tertagih; 

cl. pcnghapustagihan untuk rcstrukturisasi penyeharan utang, rnisalnya 
perighapusan derida, tunggakan bungu dika pitalisasi menjadi pokok kredit 
baru, rescheduling dan penurunan tariff bunga kredit; 

e. penghapustagihan setelah scrriua 'upaya tagih dan cara lain gaga! atau 
tidak mungkin diterapkan, rnisalnya, krcdit, macer dikonversi ruenjadi 
saharrr/ ekuitasy penyertaan, dijual, jarninan dilclang; 

f. penghapustagihan sesuai hukum perdara umumnya, hukum kepailitan, 
lruk'urn industry (rnisalnya industry keuangan duriia, industry perbankan], 
hukum pasar modal, hukurn pajak, melakukan benchmarking 
kcbijakarr/ peraturan write off di negara lain; dan 

g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak rnungkin dibatalkan, 
apabila tclah diptrrus.kan dari diberlakulcan, keuua li cacai hukum. 

Pasal 19 

Penghapustagihan/pcnghapusan mutlak dapat dilakukan dcngan ketentuan : 

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dun) tahun sejak Langgal penetapan 
penghapustagihan/ penghapusan bersyarat; 



b. pcnanggung utang tetap tidak mernpunyai kernarnpuan untuk 
mcnyelesaikan sisa kewaji bannya yang dibuktikan clengan keterangan dari 
aparat/ pejabat yang berwenang. 

Pasal 20 

Usulan penghapusmgihan/penghaptisan mutlak dana bergulir diusulkan oleh 
pejabat pengelola ke uarrgan daerah kcpada Bupati setelah mendapat 
pertimbangan dari Kantor \.Vilayah Direktorat .Icndcral Piutang dan Lelarig 
Negara. 

Pasal 21 

(1) Penghi:lpust.agihan/penghapusan mui.lak dana bergulir hanya dapat 
dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Sernentara Belurn Dapat 
Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. 

(2) Bcrdasarkan penetapan sebagairnana dimaksud pada r.�yal. (l ), Bupati 
menerbiikan keputusan penghapustagihan r pcnghapusa n murlak dana 
bergulir. 

Pasal 22 

Pcrlakuan akuntansi pcnghapustngiharr/ perlakuan mut.lak daria bergulir 
dilakukan dengan cam mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan 
dana bergulir tidak tertagih, 

Pasal 23 

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bcrgulir 
dilakukan dengun cara rnenutup ckstrakornptabel dan tidak mclakukan 
penjurrialan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

BAB VI 
PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG 

Pasal 24 

Dalam ha! terdapat perighapusan, penarnbahan, a tau pcnguranga.n jurnlah 
dana bergulir scbagai akibat pclaksariaan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, dilakukan pericatatan perubahan jurnlah dana bergulir. 

Pasal .25 

(1) Dalarn hal terdapat penarnbahan jurnlah duna bergulir, pericatatan 
perubahan jumlah dana hergulir dilakukan dengan cara menarnbah akun 
dana bergulir sebesar selisihnya. 

(2) Pencatatan penarnbahan jumlah dana bergulir sehagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan scgera setelah penerbitan surat tagihan / 
pcrserujuan / keputusan. 



Pasal 26 

(1) Dalarn ha] terdapat pengurangan jurnlah dana bergulir, pencatatan 
pcrubahan jumlah dana bcrgulir dilakukan dengan earn mengurangi 
akun dana bcrgulir sebesar aelieihnya. 

(2) Pencatatan pengurangan jumlah dana bergulir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan surat, tagihan / persctujuan I 
keputusan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupari 
Sidcnrerig Rappung Nornor 28 Tah un 2014 tentang Penilaian Kualitas 
Piutang Dana Bergulir dan Pcrnbentukan Pcnyisihan Piutang Dana Bergulir 
Tidak tertagih Pernerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang [Berita 
Daerah Tuhun 2014 Nomor 28) dicabut da n dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28 

Peraturan Bupaii ini mulai berluku pada tanggal diundungkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, merncrintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengun penernpatannya dalarn Serita Dacrah Kabupaten Sidenreng 
Rappang, 

Diierapkan di Pangkajene Sidcnreng 
pada tanggal, !.\ j �ou�rr Jo1.e. 

BUPATI SID N ENG RAPPANG/l, 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggul, Lf J�nv.::tri �lG 

SEKRET ARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR Lj 
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